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ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan  Pasal 59 ayat (2) huruf d serta Pasal 

60 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 010/Bawaslu Prov.JT-

04/PP.00.02/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020, Hal Penerusan Pelanggaran 

Administrasi dan berdasarkan Surat PPK kecamatan Cepu Nomor : 27/PP.04.2-

SD/3316/PPK-Cpu/XII/2020 perihal Permohonan PSU.                                                

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang  (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 



Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Propinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498), Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah terakhir dengan  Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 



Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1068), Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 010/Bawaslu Prov.JT-

04/PP.00.02/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020, Hal Penerusan Pelanggaran 

Administrasi. 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 779/PL.02.6-Kpt/3316/KPU-

Kab/XII/2020 diatur tentang :  

Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Desa Kapuan Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020  

 

CATATAN : -       Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


